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Akhmad Sodik
Sudrajat ,
Hukum
Administrasi
Negara dan
Kebijakan
Pelayanan Publik
, Bandung:
Nuansa, 2012.

5%
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Memahami
wewenang
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
dalam Pelayanan
Perizinan

Mahasiswa
dapat : 1.
Mengkategorikan
Ruang Lingkup
wewenang
Perizinan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2

Mengkategorikan
Tanggung Jawab
dalam
Penggunaan
kewenangan
pelayanan
perizinan
Memilih alternatif
solusi Konflik
aturan
Pendelegasian
kewenangan
pelayanan
perizinan

Kriteria:
baik apabila
benar semua,
cukup apabila
benar 50%,
kurang apabila
benar kurang
dari 50%

Bentuk Penilaian

Aktifitas
Partisipasif

Ceramah,
Tanya
Jawab
2 X 50

Materi: 1.
Mengkategorikan
Ruang Lingkup
wewenang
Perizinan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
2.
Mengkategorikan
Tanggung Jawab
dalam
Penggunaan
kewenangan
pelayanan
perizinan
Memilih alternatif
solusi Konflik
aturan
Pendelegasian
kewenangan
pelayanan
perizinan
Pustaka: John
Alder , General
Principles of
Constitusional
and
Administrative
Law, Fourth
Edition, New
York: Palgrave
Macmilan, 2002.
HR, Ridwan,
Hukum
Administrasi
Negara , Jakarta
I PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006
Adrian Sutedi,
Hukum Perizinan
dalam Sektor
Pelayanan Publik
, Jakarta : Sinar
Grafika, 2010
Philipus M.
Hadjon, Hukum
Administrasi dan
Tindak Pidana
Korupsi ,
Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011. Juniarso
Ridwan dan
Akhmad Sodik
Sudrajat ,
Hukum
Administrasi
Negara dan
Kebijakan
Pelayanan Publik
, Bandung:
Nuansa, 2012.

5%
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Bentuk Penilaian

Tes

us Ujian Akhir Kriteria: Materi: Ujian
Semester Ujian Akhir 2X50 Akhir Semester
Semester

Pustaka: John
Alder , General
Principles of
Constitusional
and
Administrative
Law, Fourth
Edition, New
York: Palgrave
Macmilan, 2002.
HR, Ridwan,
Hukum
Administrasi
Negara , Jakarta
:PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006
Adrian Sutedi,
Hukum Perizinan
dalam Sektor
Pelayanan Publik
, Jakarta : Sinar
Grafika, 2010
Philipus M.
Hadjon, Hukum
Administrasi dan
Tindak Pidana
Korupsi ,
Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011. Juniarso
Ridwan dan
Akhmad Sodik
Sudrajat ,
Hukum
Administrasi
Negara dan
Kebijakan
Pelayanan Publik
, Bandung:
Nuansa, 2012.

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No | Evaluasi Persentase

1. | Aktifitas Partisipasif 85%

2. | Tes 15%

100%

Catatan
Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi)
yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan
umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik
terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur
yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel,
Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,

Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg




setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan
sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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